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ABSTRAK 

 

 

RUSVA EKA MARIYATNI. NIM : 2320421320008. Implementasi 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan 

Penurunan Stunting di Kabupaten Tanah Laut. Dosen Pembimbing : H. Setia 

Budhi. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting 

di Kabupaten Tanah Laut serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaannya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan 

dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting di 

Kabupaten Tanah Laut belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek 

komunikasi antarorganisasi yang terlibat dalam pengampu program stunting. 

Kurangnya koordinasi dan sinergi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting 

(TPPS) di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan menjadi salah satu 

tantangan utama. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan program 

yang dirancang untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, sehingga 

membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme komunikasi dan 

kolaborasi yang ada. Selain itu, beberapa indikator dalam Percepatan Penurunan 

Stunting (PPS) belum berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. 

Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek penting dalam program 

pencegahan stunting, yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dihambat 

oleh berbagai faktor yang menjadi kendala dalam mencapai hasil yang optimal. 

Salah satu faktor utama adalah pemanfaatan organisasi non-pemerintah, 

keterbatasan sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan, lemahnya 

koordinasi lintas sektor, dan kurangnya sosialisasi peraturan bupati. 

Dari penelitian ini penulis menyarankan perlu dibuatkannya aturan tentang 

sanksi, perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi, perlu melakukan 

pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi tentang bahaya stunting, 

dan perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi tentang pentingnya pencegahan 

stunting. 

 

 

Kata Kunci :  Implementasi, Pencegahan dan Penurunan Stunting, Peraturan                  

Bupati Nomor 46 Tahun 2020 
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ABSTRACT 

 

 

RUSVA EKA MARIYATNI. NIM : 2320421320008. Implementation of 

Tanah Laut Regent Regulation Number 46 of 2020 concerning Prevention and 

Reduction of Stunting in Tanah Laut Regency. Supervising Lecturer: H. Setia 

Budhi. Master of Government Science Study Program, Postgraduate Program at 

Lambung Mangkurat University Banjarmasin. 

This study aims to determine the implementation of the Tanah Laut Regent 

Regulation Number 46 of 2020 concerning Prevention and Reduction of Stunting 

in Tanah Laut Regency and what factors are obstacles in its implementation. 

The research’s approach is qualitative and the research’s type is 

descriptive. Data collection were carried out by observation, interviews and 

documentation. Data analysis were carried out by data reduction, data display, 

and conclusion. Data validity was carried out by data triangulation technique. 

The results showed that the implementation of Tanah Laut Regent 

Regulation Number 46 of 2020 concerning Prevention and Reduction of Stunting 

in Tanah Laut Regency has not run optimally, especially in the aspect of 

communication between organizations involved in the stunting program. The lack 

of coordination and synergy between the Stunting Reduction Acceleration Team 

(TPPS) at the district, sub-district and village levels is one of the main challenges. 

This has an impact on the ineffective implementation of programs designed to 

prevent and reduce stunting, requiring a thorough evaluation of existing 

communication and collaboration mechanisms. In addition, several indicators in 

the Acceleration of Stunting Reduction (PPS) have not been successfully achieved 

according to the set targets. These indicators cover various important aspects of 

the stunting prevention program, which are the responsibility of each relevant 

Regional Work Unit (SKPD). The implementation of this Regent Regulation is 

hampered by various factors that become obstacles in achieving optimal results. 

One of the main factors is the use of non-governmental organizations, limited 

human resources especially in the health sector, weak cross-sectoral 

coordination, and lack of socialization of the regent's regulation. 

From this research, the author suggests that it is necessary to make rules 

regarding sanctions, it is necessary to improve coordination across agencies, it is 

necessary to empower the community, it is necessary to socialize the dangers of 

stunting, and it is necessary to increase awareness and participation about the 

importance of stunting prevention. 

 

 

Keywords :  Implementation, Prevention and Reduction of Stunting, Regent 

Regulation Number 46 of 2020 
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